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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik 

dan HidayahNya sehingga laporan bulanan Whistle Blowing System (WBS) semester I 

ini dapat diselesaikan. 

Whistle Blowing System dilaksanakan bagi pegawai yang memiliki informasi dan 

ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan 

Kementerian Kelautan, khusunya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. 

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka implementasi Whistle Blowing System di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pemangkat, serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi 

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. 

Disadari bahwa terdapat kekurangan dalam laporan ini, maka kritik dan masukan 

yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas komitmen dari semua 

pegawai dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan WBS di PPN 

Pemangkat, kami ucapkan terima kasih. 

 

 
Pemangkat, I6 Juli 2025 Kepala 
Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Pemangkat 

Anam Tofani 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I Latar Belakang 

 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan whistle blowing 

system (WBS) secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) di Lingkungan PPN Pemangkat. 

Whistle Blowing System (WBS) adalah salah satu bentuk pengaduan masyarakat 

yang dilakukan oleh pegawai dari internal suatu instansi yang mencakup dugaan 

pelanggaran: 

1. Penyalahgunaan wewenang; 

2. Pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 

3. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 

4. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian. 

Pelaksanaan Whistle Blowing System adalah dengan menerima dan 

menindaklanjuti setiap laporan oleh pelapor dalam hal ini adalah Whistleblower oleh Tim 

Penanganan Pengaduan lingkup PPN Pemangkat Whistleblower adalah Pegawai yang 

mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang 

terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku 

pelanggaran. 

 

 
II. Dasar Hukum 

 
1. Undang-undang No. 20 tahun 200I tentang Perubahan atas undang-undang 

No.3I tahun I999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 



2. Undang-Undang No. 28 tahun. I999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bebas Kolusi, Kopupsi dan Nepotisme 

3. Undang-Undang No. I3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

4. Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan 

korupsi 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun I999 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 

6. Keputusan Direktur Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit 

Pengendalian Gratifikasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap Tahun 2025 

7. Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : 

B.74/PPN.PMK/KP.440/I/2025 tentang Tim Pelaksana Whistleblowing System 

dan Penanganan Pengaduan lingkup PPN Pemangkat Tahun 2025. 

III. Tujuan 

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat 

terutama Whistle Blowing Sistem, lingkup PPN Pemangkat. 

2. Meningkatkan upaya pencegahan bagi pegawai lingkup PPN Pemangkat atas 

pelanggaran sebagai berikut: 

1) penyalahgunaan wewenang; 

2) pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 

3) hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 

4) tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

3. Mendorong pegawai di lingkungan PPN Pemangkat yang memiliki informasi dan 

Bukti bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara 

aman dan bertanggung jawab. baik secara langsung kepada Tim Pengelola 

Whistle Blowing System atau tim Penanganan Pengaduan maupun secara tidak 

langsung melalut sarana pengaduan on line pada laman lapor.go.id, 

pengaduan.kkp.go.id atau wbs.kkp.go.id sarana pengaduan seperti Kotak 

Pengaduan atau SMS Pengaduan. 



IV. Ruang Lingkup 

 
Ruang Lingkup laporan ini adalah kegiatan pengaduan Whistleblowing oleh 

pegawai PPN Pemangkat sebagai whistleblower dan dugaan pelanggaran meliputii: 

1. penyalahgunaan wewenang; 

2. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 

3. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 

4. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan PPN Pemangkat 

 
V. Sarana dan Prasarana 

 
Pada Pelabuhan Perikanan Pemangkat pengaduan terkait Whistle Blowing 

System dapat disubmit melalui : 

1. Kotak Pengaduan 

2. Website lapor.go.id 

3. Website wbs.kkp.go.id 

4. Nomor telepon 0562 242066 

5. E-mail ppnpemangkat75@gmail.com 

VI. Mekanisme Whistle Blowing System 

 
Mekanisme Whistle Blowing System pada Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Pemangkat terlampir pada lampiran. 

 
VII. SDM Penanganan Whistle Blowing System 

 
Telah dilakukan sosialisasi tentang whistle blowing system melalui apel dan di share 

melalui media sosial, dengan substansi terkait sop Whistle Blowing System sehingga 

pegawai PPN Pemangkat telah memahami penanganan Whistle Blowing System.  

mailto:ppnpemangkat75@gmail.com


BAB II 
TINDAK LANJUT SARAN LAPORAN WBS SEMESTER I 

TAHUN 2025 

 
Sebagai tindak lanjut saran dari laporan WBS semester I tahun 2025 tentang : 

1. Internalisasi dan public campaign terus diupayakan sebagai upaya untuk 

mencegah pelanggaran oleh pegawai/pejabat dan untuk melaporkan dugaan 

terjadinya pelanggaran di lingkungan PPN Pemangkat 

2. Sosialisasi pentingnya whistle blowing system 

3. Mensosialisasikan jalur pengaduan whiste blowing system 

 
Maka, pada periode semester I 2025, telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut : 

 
1. Sosialisasi dan himbauan kepada tim internal tentang “Himbauan Tidak Menerima 

Hadiah Berupa Uang, Parsel/Bingkisan dan Pemberian Dalam Bentuk Apapun 

Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri I446 H/2025 M di publikasi melalui media sosial. 

2. Public  Campaign Whistle Blowing  System  di  publikasi  melalui  media  sosial. 



BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
Media penyampaian Whistle Blowing sistem di lingkup Kementerian Kelautan 

dan Perikanan khusunya bagi Pegawai PPN Pemangkat adalah : 

 
 

 
 
  https://wbs.kkp.go.id/registration 

https://wbs.kkp.go.id/registration


 

Pengaduan masyarakat baik pengaduan masyarakat yang bersifat umum 
maupun 

Whistle Blowing System dapat diakses oleh pegawai dan masyarakat melalui laman: 

1. http/www.lapor.go.id 

2. http/www.pengaduan.kkp.go.id 

3. https://wbs.kkp.go.id/registration   

selain media elektronik, pengaduan dapat dilakukan secara langsung kepada Tim 
Penanganan Pengaduan PPN Pemangkat atau melalui media pengaduan seperti 
kotak pengaduan, SMS Pengaduan pada Nomor: 08I3708757I6, melalui Email 
Pengaduan: ppnpemangkat75@gmail.com 
Pengaduan sekurang-kurangnya memenuhi unsur sebagai berikut: 

1) What: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui. 

2) Where: Dimana perbuatan tersebut dilakukan. 

3) When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan. 

4) Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut. 

5) How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapor.go.id/
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Pengelolaan WBS lingkup PPN Pemangkat pada tahun 2025, ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : 

B.76/PPN.PMK/TU.110/I/2025 tentang susunan keanggotaan tim penanganan 

pengaduan unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap PPN 

Pemangkat Tahun 2025 dengan keanggotaan sebagai berikut : 

 

NO NAMA/JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

I. Anam Tofani, S.Pi., M.Si.  
Ketua 

2. Junita E. Damanik, S.E  
Wakil Ketua 

3. Dicky Septiandi, S.St.Pi 
 

Sekretaris 

4. Aditya Very Sulistyawan, A.Md 
 

Anggota 

5. Fajrin Saputra, S.Sos Admin Unit Penyelenggara 
Pelayanan 
(UPP) UPT 



Berikut rekapitulasi pelaporan Whistle blowing Sistem PPN Pemangkat 

Semester I Tahun 2025 : 

 

No. Bulan Nama 
Pelapor 

Nama 
Terlapor 

Subtansi Laporan Tindak lanjut 
Laporan 

I. Januari Rahasia Nihil Nihil Nihil 

2. Februari Rahasia Nihil Nihil Nihil 

3. Maret Rahasia Nihil Nihil Nihil 

4. April Rahasia Nihil Nihil Nihil 

5. Mei Rahasia Nihil Nihil Nihil 

6. Juni Rahasia Nihil Nihil Nihil 

 
 

Publikasi dan penerapan penerapan Whistle blowing system kepada pegawai 

PPN Pemangkat pada semester ini terus dilakukan melalui berbagai media 

diantaranya media elektronik. Publikasi dan Internalisasi dilakukan dengan 

pemberitahuan melalui apel pagi, serta postingan dimedia sosial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public campaign di Instagram 



BAB IV 
EVALUASI DAN SARAN 

 

 
I. Evaluasi 

 
Whistleblowing sistem dapat dilakukan melalui berbagai media pengaduan anrata lain 

melalui laman wbs.kkp.go.id, SP4N.Lapor, atau melalui Tim Penanganan Penganan 

WBS untuk kemudian ditindaklanjuti melalui TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk kemudian dikelola sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Inspektur V 

Inspektorat Jenderal KKP tentang Penanganan pengaduan Pegawai atau Whistle 

Blowing System Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Dari hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing Sistem di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Pemangkat pada Semester I Tahun 2025 adalah NIHIL dan tidak terdapat pengaduan. 

Internalisasi dan publikasi terus dilakukan kepada pegawai PPN Pemangkat sebagai 

upaya untuk optimalisasi penerapan WBS di lingkungan PPN Pemangkat 

 
II. Saran 

 
Dari pelaksanaan pengelolaan WBS lingkungan PPN Pemangkat pada Semester I 

Tahun 2025 terdapat beberapa saran yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan 

datang, yaitu: 

a. Peningkatan jadwal public campaign melalui media sosial 

 
b. Sosialisasikan kebijakan kepada seluruh karyawan, agar mereka memahami hak 

dan kewajiban serta mekanisme yang tersedia 

c. Sediakan beberapa saluran pelaporan, seperti kotak pengaduan fisik, email 

khusus, hotline, atau platform online yang bisa diakses secara anonim 

d. Buat aturan yang melindungi whistleblower dari segala bentuk pembalasan, 

seperti intimidasi, diskriminasi, atau pemecatan. 



BAB V 
LAMPIRAN 

Isi Himbauan dan Bukti Sosialisasi Himbauan pada di media sosial 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mekanisme Whistle Blowing System di PPN Pemangkat 

 


